
 

Universitas Pelita Harapan   1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Masalah human trafficking sudah banyak dibahas dalam forum internasional 

dan isu ini dianggap sebagai masalah global. Badan PBB (Perserikatan Bangsa-

Bangsa) sudah membentuk unit kerja UNODC (United Nations Office on Drugs 

and Crime yang secara khusus bekerja dalam menyelesaikan permasalahan human 

trafficking yang ada. Masalah ini menjadi salah satu bentuk kejahatan 

transnasional yang cukup sulit ditangani dibandingkan dengan bentuk kejahatan 

transnasional yang lainnya. Hal yang paling disayangkan dalam upaya mengatasi 

masalah ini adalah “kurangnya kesadaran dari negara, tidak terkecuali negara-

negara anggota ASEAN. Fakta yang ada yaitu bentuk kejahatan ini terjadi hingga 

ke luar kawasan; contohnya perdagangan buruh ilegal dari Indonesia dan Filipina 

ke Malaysia dan Asia Selatan” (Cipto, 2010). 

Menurut UNODC (Budi, 2014) human trafficking diartikan sebagai 

“Pendapatan (bisnis) yang diperoleh dengan cara yang jahat, seperti pemaksaan, 

penipuan, atau muslihat dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka. 

Penyelundupan imigran adalah usaha untuk mendapatkan uang atau keuntungan 

material lainnya dengan memasukkan seorang secara ilegal ke dalam sebuah 

negara, di mana seseorang tersebut bukan merupakan seorang warga negara”.  

Dalam protokol PBB hal ini mencakup kegiatan mengirim, menampung, 

memindahkan, mencari bahkan menerima tenaga kerja dengan bentuk-bentuk 
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ancaman, kekerasan dan pemaksaan yang lainnya. Sifat kejahatan lintas negara 

yang turut melibatkan berbagai negara menjadi hal yang sangat sensitif dan bisa 

dikategorikan sebagai ancaman yang sangat serius terhadap keamanan dan 

kemakmuran secara global. “Persoalan struktural merupakan akar dari masalah ini 

baik persoalan struktural yang ada dalam sistem sosial, ekonomi, politik dan 

hukum dari suatu negara. Implikasi dari permasalahan ini ialah peran negara yang 

sangat diperlukan agar sistem dalam suatu negara lebih terorganisasi dan 

komprehensif” (Wendy, 2011: 687). 

Human trafficking semakin meningkat karena penghasilan untuk pelakunya 

sangatlah tinggi. Aktivitas ini merupakan kegiatan kriminal dan sangat 

berhubungan dengan pencucian uang (money laundry), pemalsuan dokumen, 

perdagangan narkoba dan penyeludupan manusia. Negara-negara dengan 

kerangka kerja anti-trafficking yang sudah lama berdiri, lebih baik dalam 

mendeteksi peningkatan jumlah korban yang diperdagangkan. Banyak laporan 

dari negara-negara semacam ini mengenai jumlah korban yang terdeteksi. 

Menurut UNODC data korban beberapa tahun terakhir meningkat. Kapasitas 

otoritas nasional untuk melacak arus human trafficking telah meningkat di 

berbagai dunia. Sehingga memudahkan untuk mendeteksi dinamika dari masalah 

ini di masing-masing negara. 

Asia Tenggara merupakan sasaran yang sangat empuk untuk praktik human 

trafficking. Menurut laporan dari PBB Indonesia dan Singapura berada pada tier 2 

sedangkan Brunei, Malaysia, dan Vietnam berada pada tier 2 watchlist. 

Perdagangan yang terjadi di Asia Tenggara sebagian besar dialami perempuan 
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yang bekerja dalam perdagangan seks komersial dan ada juga yang dikirimkan ke 

Jepang. Banyak korban di Asia Tenggara dipusatkan di Thailand, dimana 

perdagangan seks berkisar antara 2-14% jika dikalkulasi dari pendapatan dari 

domestik bruto. Menurut laporan dari International Labor Organization di mana 

tempat tersebut menjadi tempat terpenting bagi perdagangan seks internasional 

(Laporan trafficking in person United Nation, 2010). 

Tabel 1.1. Tabel posisi tier Indonesia di Asia Tenggara 

Tier 1 Tier 2 Tier 2 Watch List Tier 3 

Filipina Indonesia Brunei - 

 Singapore Kamboja  

 Thailand Laos  

  Malaysia  

  Vietnam   

  Myanmar  

Sumber: Trafficking in Person 2019, dapat diakses di www.state.gov 

 

Di negara Indonesia sendiri sudah lebih dari satu dekade menjadi negara 

yang mengirimkan tenaga kerja terbesar di dunia setelah Negara Filipina. Studi 

ILO tahun 2005 bahwa terdapat sekitar 72% pekerja migran merupakan 

perempuan. 90% dari mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara 

Hongkong, Malaysia, Singapura, Taiwan, Korea Selatan bahkan Timur tengah 

(Studi ILO, 2015). Indonesia adalah sumber yang paling utama dari tindak 

kejahatan human trafficking di regionalnya terutama di daerah-daerah perbatasan 

yaitu Malaysia dapat dilihat dalam gambar di bawah ini: 
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Gambar 1.2. Gambar jalur tindak pidana human trafficking 

 

Sumber: Sosialisasi BNP2TKI mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang 

 

Undang-undang saat tentang human trafficking di Indonesia telah mencakup 

semua bentuk eksploitasi ditunjukkan dalam protokol human trafficking PBB. 

Berdasarkan menurut Kepolisian melaporkan 875 kasus human trafficking antara 

2012-2015, Polisi berhasil menutup 435 kasus. Pada 2015, 89 kasus dilaporkan 

dan 58 kasus telah diselesaikan polisi. Kantor Kejaksaan Agung melaporkan 

menerima 565 laporan antara 2012 dan 2015, 423 di antaranya dituntut. 

(Secretariat of the Task Force, 2015). Pada tahun 2016, IOM Indonesia dan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan bahwa delapan terdakwa 

dinyatakan bersalah atas perdagangan orang dan kerja paksa dalam penangkapan 

ikan industri di satu kabupaten. IOM juga melaporkan bahwa, dengan bantuannya, 

1.500 korban perdagangan kembali ke negara asal mereka (IOM Indonesia, 2016). 

Sedangkan, dari jumlah korban yang ada pada 2015 menurut Secretariat of the 

Task Force on Prevention and Handling of the Crime of Trafficking in Persons, 
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441 korban diidentifikasi oleh jaringan Safe Homes dan Trauma Center (RPTC). 

Dari mereka yang diidentifikasi, 243 adalah laki-laki dan 198 adalah perempuan. 

Pada tahun yang sama, IOM mengidentifikasi 283 korban human trafficking 

Indonesia dalam penangkapan ikan industri. 

Sulitnya mencari pekerjaan dan hidup dalam kemiskinan merupakan 

masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan hal ini melahirkan tindak 

pidana human trafficking. Hal ini membuat pemerintah mendirikan program-

program kerja antar negara dengan cara mengirimkan tenaga Pekerja Migran 

Indonesia (PMI). Para pengusaha mengambil kesempatan dalam melakukan 

kejahatan lewat pengiriman Pekerja Migran Indonesia yang meningkat. Dan hal 

ini semakin marak ketika pemerintah memperketat pengiriman PMI. Human 

trafficking bukan hanya berbentuk klasik seperti bisnis seks komersial, 

perkebunan, kerja paksa, tetapi juga ada kemungkinan terjadi dalam bentuk yang 

lain (Kuncoro, 2004: 77-91). Pengeksplotasian tenaga kerja bukan sekedar di 

sektor informal tetapi bisa ditemukan di berbagai sektor. Saat ini ada tiga sektor 

yang bermasalah dalam menyumbang TKI ilegal paling banyak di Malaysia yaitu 

sektor jasa (PRT), konstruksi dan lading perkebunan karena untuk ketiga sektor 

ini tidak banyak perusahaan agensi atau perusahaan yang terakreditasi untuk 

memberangkatkan pekerja Indonesia secara resmi ke Malaysia. Sektor yang tidak 

banyak permasalahan adalah perkilangan atau buruh pabrik yang menerapkan 

sistem outsource karena untuk buruh kilang sendiri cukup mendaftarkan diri ke 

PPJK resmi di Indonesia dan ketika ada permintaan buruh mereka akan 

diberangkatkan dengan dokumen yang lengkap dan sah. 
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 Eksploitasi rata-rata terjadi di negara-negara berkembang. Hal ini biasanya 

terjadi di daerah atau wilayah yang minim pengawasan dalam ketenagakerjaan 

yang masih belum memadai, seperti agen penyalur tenaga kerja dan system sub 

kontrak dan hal ini biasanya terjadi pada perempuan dan anak. US dan ESCAP 

mengeluarkan trafficking in report dan Indonesia menempati tempat ketiga dalam 

menanggulangi trafficking pada perempuan dan anak. Pada penempatan tersebut, 

Indonesia menempati kategori negara yang dalam kasus perdagangan manusia 

yang jumlahnya besar dan pemerintahnya belum secara sepenuhnya menerapkan 

suatu standart minimum atau belum maksimal dalam usaha pemenuhan standart 

dalam mencegah dan menanggulangi hal ini. Oleh karena itu, seharusnya 

pemerintah yang ada semakin ketat untuk mengadakan pengawasan terhadap 

setiap gerakan yang bertujuan untuk merekrut TKI ke luar negeri. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain; faktor ekonomi (kemiskinan) 

dan pendidikan merupakan faktor penting penyebab utama mengapa banyak 

wanita yang tinggal di pedesaan bekerja sebagai PMI di luar negeri. Kemiskinan 

adalah alasan utama yang paling mendasar dan sangat rentan bagi calon buruh 

migran terjebak dalam kasus perdagangan manusia. Disamping itu juga, 

kemiskinan mengakibatkan banyak masyarakat tidak memiliki akses atau kurang 

berkesempatan dalam pendidikan sehingga berujung pada pengetahuan dan 

wawasan yang kurang tentang informasi dan hukum disaat mereka menjadi 

pekerja migran di luar negeri. Beberapa kalangan mengemukakan bahwa faktor 

kemiskinan bukanlah menjadi faktor pendorong yang utama para perempuan 

menjadi tenaga kerja migran. Tetapi, secara tajam studi yang sudah pernah 
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dilakukan sebelumnya menemukan bahwa semangat pekerja buruh migran wanita 

tidak hanya didorong oleh faktor kemiskinan untuk mengubah nasib, melainkan 

juga hal ini dilakukan agar mereka meringankan tekanan beban sosial ekonomi 

dalam keluarga mereka. Jika hal tersebut seperti itu, maka menjadi pekerja migran 

menjadikan satu-satunya jalan dalam menghindar dan keluar dari tekanan 

ekonomi di dalam keluarga mereka. 

Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kemiskinan yang 

absolut merupakan pendorong untuk menjadi pekerja migran. Dengan menjadi 

Pekerja Migran maka hal ini membantu untuk menyambung keberlangsungan 

hidup dalam berkeluarga. Golongan Pekerja Migran ini biasanya mereka sangat 

nekat dan bahkan kurang memperdulikan nasib mereka sendiri. Bahkan, 

Kecenderungan kuat bahwa determinan pendorong untuk menjadi pekerja migran 

adalah prsikologis mereka akibat dari tekanan kemiskinan yang menerpa tanpa 

tahu sampai kapan akan berakhir. Oleh sebab itu, dengan “melarikan” diri menjadi 

pekerja migran mereka bisa terhindar dari jeratan kemiskinan dan sosial 

psikologis. Tidak sedikit pula perempuan menjadi korban dalam human 

trafficking ini, ada juga laki-laki, bahkan anak-anak. Bahaya human trafficking 

semakin merajalela hingga mencapai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah yang 

menjadi objek kajian dalam pembahasan ini karena bahaya human trafficking di 

NTT semakin merajalela. Kejahatan human trafficking menjadi isu yang hangat di 

NTT. Dalam beberapa tahun terakhir, NTT menempati posisi atas sebagai daerah 

asal korban human trafficking. Banyak TKI NTT yang dikirimkan ke Malaysia 
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dan terjebak dalam aktifitas human traffickingdan bukan hanya itu saja tetapi 

bahkan beberapa dari mereka kembali dengan keadaan tidak bernyawa. Hal ini 

akan menimbulkan pertanyaan yang harus ditujukan kepada pemerintah bahwa 

perlindungan kepada TKI dari Indonesia terlebih dari NTT yang bekerja di luar 

negeri apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Peningkatan korban human 

trafficking yang meninggal dari Provinsi NTT dapat dilihat lewat table dibawah 

ini: 

Tabel 1.3. Korban human trafficking warga NTT di Malaysia tahun 2015-2019 

Tahun Jumlah Korban Jumlah Meninggal 

2013 122 31 

2014 131 21 

2015 359 28 

2016 317 49 

2017 464 62 

2018 343 105 

2019 370 105 

Sumber : Kementrian Sosial RI dan BP3TKI Kupang, 2019 

Dari table di atas memperlihatkan kurun waktu dari tahun 2013-2019 

Terlebih dalam kurun waktu 2015-2019 tersebut korban yang meninggal semakin 

meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya jumlah korban meninggal 

semakin tinggi walaupun upaya dari pemerintah dalam pencegahan dan 

penanganan semakin diperkuat. Untuk pekerja dari NTT sendiri kebanyak di kirim 

ke Malaysia dipekerjakan sebagai pelaksana rumah tangga dan sektor perkebunan 
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di Malaysia. Biasanya TKI ini bekerja di luar negeri dengan kontrak kerja selama 

dua tahun dan mereka harus kembali ke Indonesia untuk perpanjangan kontrak 

dan mereka harus kembali ke Malaysia untuk bekerja tetapi kebanyakan yang 

terjadi adalah para TKI yang sudah habis masa kerjanya tidak kembali ke 

Indonesia dan tetap bekerja dengan ilegal di Malaysia. 

Di tahun 2017 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (BNP2TKI) menerima aduan kasus sebanyak 2.949 mengenai TKI 

diluar negeri. Untuk yang di Malaysia banyak kasus yang dilaporkan karena TKI 

nya sendiri yang ingin dipulangkan, gaji mereka tidak dibayar, keberangkatan 

mereka digagalkan, pemutusan hubungan kerja sebelum perjanjian berakhir, putus 

komunikasi dengan keluarga, perjanjian kerja tidak sesuai pemotongan gaji yang 

besar bahkan overstay. Banyak penyiksaan yang terjadi juga terhadap TKI kita 

yang ada di Malaysia dan secara psikis hal-hal ini sangat mempengaruhi 

kehidupan TKI yang ada di Malaysia. Contoh kasus seperti Adelina Sau yang 

disiksa dengan cara tidur bareng dan makan bersama anjing peliharaan majikan 

bahkan kasus Nirmala Bonat yang disetrika dan disiram menggunakan air panas. 

Bahkan tidak sedikit yang dikirim balik ke NTT dengan tidak bernyawa seperti 

jenazah Milka Boimau ketika tiba di Kupang dengan keadaan tubuh penuh 

jahitan. Karena hal ini tidak akan terjadi jika komunikasi dengan keluarga tidak 

dibatasi sampai merenggut nyawa dengan cara penyiksaan secara fisik bahkan 

psikis secara bersama-sama, eksploitasi, penjualan organ yang berujung kepada 

kematian.  
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Upaya dalam memberantas masalah ini di NTT menjadi sorotan dari 

berbagai kalangan yang ada. Kementrian Sosial Indonesia memberi sinyal bahwa 

permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di NTT sudah kronis, sehingga cara 

penanganan hal ini menjadi urgensi kita bersama. Jumlah TKI di NTT bukanlah 

yang terbanyak di Indonesia tetapi angka kasus trafficking dari NTT menurut data 

Bareskrim POLRI tesangatlah tinggi di Indonesia. Sejak Februari 2014, kasus 

kejahatan ini telah menjadi ‘titik api’ protes gerakan masyarakat sipil di NTT 

(Data Perdagangan Orang, 2014). Human trafficking di NTT bisa dikatakan 

darurat karena banyak warga NTT khususnya wanita yang berumur 15 tahun 

keatas dijadikan TKW ke Malaysia, Taiwan, Singapura dan negara-negara 

lainnya. Data dari Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) 

bahwa di bulan Januari sampai dengan Desember 2015 ada 941 orang yang 

menjadi korban dan diduga ada tujuh jaringan perusahaan bahkan perorangan 

yang terlibat. Tahun 2015 ada 1.667 TKW dari NTT yang telah menjadi korban 

human trafficking. Pada 2016 di bulan Januari ada 726 yang terindikasi praktek 

tindak kejahatan ini. Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) 

memiliki catatan bahwa ada 1.667 orang calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang 

siap untuk dikirimkan oleh jarigan human trafficking untuk berkerja di Malaysia. 

Dengan adanya kondisi seperti ini, bentuk praktek dari tindak kejahatan ini telah 

menjadi fenomena yang baru yang sangat mengejutkan karena sebelumnya NTT 

belum pernah menduduki tingkat tertinggi atas kasus human trafficking. 

Kerja sama bilateral Indonesia - Malaysia sangatlah penting untuk dikaji 

kembali lewat penelitian ini, apakah kerja sama kedua negara ini sudah tepat 
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sasaran melihat posisi Malaysia sebagai destinasi human trafficking yang begitu 

marak terlebih khusus tindak kejahatan ini yang terjadi terhadap warga NTT di 

Malaysia. Masalah sudah sangat darurat dan penanganan tentu saja tidak bisa 

secara sepihak melainkan melibatkan pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam 

menekan, menangani bahkan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sudah 

dibuat sebelumnya melalui data di lapangan.  

Dari kebijakan yang sudah pernah dibuat tentu saja akan banyak tantangan 

yang akan dihadapi maka dari itu, diharapakan dengan adanya kerja sama ini 

dapat menekan dan bahkan mampu menghilangkan praktik-praktik perdagangan 

ilegal manusia Indonesia ke Malaysia. Dan tentu dengan adanya kerjasama ini 

sangat diharapkan untuk meningkatkan peran aktif antara Indonesia – Malaysia 

dalam menangani kasus human trafficking. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Human Trafficking merupakan salah satu masalah yang sangat 

membutuhkan penanggulangan yang efektif dan penuh strategi yang tepat. Hal ini 

menuntut pemerintah untuk mengupayakan agar kesepakatan kebijakan yang 

sudah dibuat untuk tetap berjalan dengan efektif dalam memerangi tindak 

kejahatan perdagangan manusia yang marak terjadi. Pemerintah melakukan 

perannya sebagai pembuat kebijakan agar semakin ketat dalam menerapkan 

kebijakan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. 

Banyak faktor yang mempengaruhi seperti ekonomi atau kemiskinan 

bahkan pendidikan menjerat warga NTT dalam kasus human trafficking 
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karenanya menjadi menarik untuk menguraikan proses terlibatnya warga NTT 

dalam kasus ini di Malaysia periode 2015-2019 dan mengkaji kerja sama 

Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi tindak kejahatan ini terhadap warga 

NTT di Malaysia. Dari kebijakan yang dibuat, penelitian ini juga ingin melihat 

tantangan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam penerapan 

kebijakan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengajukan 3 pertanyaan 

penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana human trafficking yang melibatkan warga NTT di Malaysia 

marak terjadi? 

2. Bagaimana kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi human 

Trafficking diimplementasikan untuk kasus warga NTT? 

3. Tantangan apa saja yang yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam 

menerapkan butir kerja sama yang telah dibuat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses maraknya 

masalah human trafficking terhadap warga NTT di Malaysia. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kerja sama Pemerintah 

Indonesia dan Malaysia dalam menangani perdagangan manusia dan lewat 

penelitian ini kita bisa melihat dalam upaya yang dilakukan pemerintah, 

tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam 

menerapkan kebijakan yang dibuat. 
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1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan kajian 

Hubungan Internasional di bidang kejahatan transnasional terorganisir. Peneliti 

berharap isu yang diangkat memberikan pandangan baru terhadap dampak 

globalisasi dan ingin lebih memperjelas apa arti dari human trafficking. 

Berhubungan dengan studi kasus yang peneliti pilih bahwa Indonesia dan 

Malaysia adalah dua negara yang berada dalam satu naungan ASEAN dimana 

dalam pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh dalam dinamika politik 

ASEAN. Maka dari itu peneliti berharap agar penelitian ini bisa menjadi wawasan 

dalam Hubungan Internasional. Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini 

akan memberi masukan dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam 

kebijakan yang berkatian dengan human trafficking terlebih untuk negara-negara 

yang ada dalam satu naungan ASEAN. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini nantinya akan terdiri dari lima bab yang terdiri dari: Bab I – 

Pendahuluan; Bab II – Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori; Bab III – 

Metodologi Penelitian; Bab IV – Kerja sama Indonesia – Malaysia Dalam 

Menangani Human Trafficking. Studi kasus; Warga NTT di Malaysia tahun 2015-

2019; Bab VI – Kesimpulan.  

Dalam bab I akan digambarkan secara singkat latar belakang mengenai 

terlibatnya warga NTT dalam human trafficking dan faktor-faktor secara garis 

besar yang mempengaruhi secara umum. Selain latar belakang, terdapat juga 
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bagian rumusan masalah yang menjelaskan pertanyaan penelitian utama yang 

ingin dijawab dalam penelitian ini serta penjelasan dari manfaat penelitian dan 

tujuan penelitian tujuan penelitian yang diharapkan dapat didapatkan dari 

penelitian ini.  

Pada bab II akan dijelaskan tinjauan pustaka mengenai human trafficking di 

Asia Tenggara, Indonesia sampai kepada warga NTT. Setelah itu dijelaskan juga 

kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori liberalisme. Bab 

inipun memaparkan definisi konsepsual dari human trafficking dan diakhiri oleh 

penjelasan dari berbagai bentuk kerja sama yang ada. 

Pada bab III akan dijelaskan secara terperinci metodologi penelitian yang 

digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini nantinya. Bab III ini sendiri terdiri 

dari empat bagian; (1) pendekatan; (2) metode penelitian; (3) teknik pengumpulan 

data; (4) analisis data.  

Bab IV yang merupakan bab utama dari penelitian ini akan berisi tentang 

pembahasan untuk menjawab pertanyaan ilmiah yang ada pada penelitian ini yaitu 

mengenai kerjasama Indonesia – Malaysia dalam menangani human trafficking 

terutama bagi warga NTT yang ada di Malaysia pada periode 2015-2019. Dalam 

bab IV membahas mengenai faktor-faktor yang melibatkan warga NTT dalam 

human trafficking, Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui upaya 

local, upaya nasional dan upaya Internasional yang dibagi dalam 3 bagian yaitu 

Multilateral, Regional dan Bilateral. Dalam bagian upaya Bilateral membahas 

mengenai kerja sama Bilateral Indonesia dan Malaysia terlebih khusus MoU yang 
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disepakati bersama dan ingin menggambarkan tantangan apa yang dihadapi oleh 

Indonesia dalam penerapan butir-butir kerja samanya. 

Penelitian ini pun akan diakhiri dengan Bab V yang berisi tentang 

kesimpulan dari seluruh penelitian ini dengan penjelasan sistematika penulisan 

dari penelitian ini maka bab pertama dalam penelitian ini pun telah berakhir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


